
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

 

 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

NOMOR 50/KPN.W15.U2/SK/II/2025 

 

T E N T A N G  

 PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2025 

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan 

Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024, maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan 

Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengukur 

keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang 

ditetapkan; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang 

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri 

Kandangan Kelas IB Tahun 2024; 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14  Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi; 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana 

Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024; 

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 

TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2025; 

 

KESATU 

 

 

 

: 

 

 

 

Memberlakukan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri 

Kandangan tahun 2025; 
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Ditandatangani Secara Elektronik; 
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB 
 

 

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA 

 

KEDUA 

 

: 

 

 

Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri 

Kandangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

dimaksud dalam Perjanjian Kinerja Tahunan; 

 
 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan 

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di  Kandangan 

Pada Tanggal 25 Februari 2025 
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